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PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
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DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK
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Menimbang :

Mengingat :

KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DEMPET

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa tahun anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2024.

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah— daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Norr.lor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);




Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
MusyawarahDesa;

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran
Badan Usaha Milik Desa,;

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Badan Permusyawatan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomorl Tahun
2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

b

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET

Dan
KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN
DEMAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut :




1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

b. Transfer

c¢. Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Pendapatan

. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa

b. Bidang Pembangunan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat, dan mendesak Desa

Jumlah Belanja

Rp 266.083.415
Rp 2.392.488.984
Rp 1.266.448
Rp 2.659.838.487

Rp 1772.495.065
Rp.1.244.451.000
Rp. 109.360.000
Rp. 371.750.000

Rp. 163.000.000

Rp.2.661.056.065

Surplus/(Defisit) Rp. 1.217.218
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0
b. SILPA Tahun 2023 Rp. 1.217.218
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a—-b) Rp. 0
Pasal 2

Uaraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Desa
ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :
a. APBDes.
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia.
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelunnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

(I) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kreteria :




a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah
Desa dan tidak dapat dipridiksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang siknifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan.

b. keadaan yang menyebabkan harus diadakan pergeseran anatar
obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan
melakukan perubahan Peraturan KepalaDesa tentang Penjabaran
APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Dasa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dempet.

Ditetapkan di Desa Dempet
Pada tanggal 14 Desember 2023
KEPAL SA JEMPET

.

SUWONDO

Diundangkan di Dempet
Pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DESA DEMPET

LEMBARAN DESA DEMPET TAHUN 2023 NOMOR §




